BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya
pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian sudah sesuai Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
mengacu kepada Pasal 7 Huruf g. Peraturan pelaksanaan upaya pencegahan
maladministrasi pada tahun 2016-2019 terjadi penggantian peraturan dari
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman RI diganti
menjadi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No 30 Tahun 2018
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman RI.
Penggantian peraturan di atas dilihat dari segi tugas pencegahan
maladministrasi tetap sama hanya saja pada Peraturan Ombudsman No 30
Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman
RI dibentuk bidang keasistenan yakni bidang pencegahan, bidang penerimaan
dan verifikasi laporan, dan bidang pemeriksaan. Adapun peran Ombudsman RI
Perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan maladministrasi pada
bidang kepegawaian berdasarkan data tahun 2016-2019 dan Peraturan

Ombudsman di atas yaitu: melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban
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pegawai, sebagai pemberi dan penerima layanan publik, melakukan kerja sama,
koordinasi, dan kunjungan kerja dengan instansi pelayanan publik demi
mencegah maladministrasi pada pegawai maupun karyawan, melakukan
program pencegahan menggunakan teknik mystery shopping untuk
memperoleh informasi adanya potensi maladministrasi pada bidang
kepegawaian, melakukan pengawasan khusus seleksi dan penerimaan CPNS,
investigasi sistemik terhadap potensi maladministrasi dan laporan yang
berulang pada bidang kepegawaian, menyampaikan saran tindakan korektif
kepada instansi penyelenggara pelayanan publik terkait, dan melakukan
evaluasi internal Ombudsman.

. Kendala Ombudsman dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi
pada bidang kepegawaian diantaranya: anggaran yang kurang membuat
kegiatan Ombudsman kurang maksimal yang memaksa Ombudsman harus
menggabungkan kegiatan untuk satu kali jalan, SDM Ombudsman yang kurang
menguasai masalah kepegawaian secara menyeluruh, manajemen leadership
masih kurang membuat strategi pencegahan maladministrasi tidak akurat,
sehingga masih banyak instansi penyelenggara pelayanan publik terkait masih
menganggap maladministrasi pada bidang kepegawaian merupakan
kewenangan instansi penyelenggara pelayanan publik pada bidang

kepegawaian dan tidak dapat dilaporkan ke Ombudsman.
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B. Saran

1. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan harus terus mengupayakan
diklat secara intensif untuk kepala dan asisten Ombudsman dan membuat
Klasifikasi asisten untuk bidang pelayanan publik seperti bidang kepegawaian,
serta meningkatkan sosialisasi tentang maladministrasi pada bidang
kepegawaian.

2. Instansi penyelenggara pelayanan publik harus lebih memperhatikan Undang-
Undang RI No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI
No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan yang berlaku agar pengguna layanan
tersebut baik pegawai maupun karyawan dapat memperoleh hak-haknya untuk
mendapatkan pelayanan publik yang baik.

3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu,
maka peneliti memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti

lebih jauh mengenai Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
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